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Abstract 
Hospital is a health institution that should be able to provide optimal health care to patients 
with its duty to provide facilities and infrastructure needed to support health care. Based on the 
research results obtained in this thesis show that the implementation the liability in the Tora Belo 
hospital has not been implemented properly, therefore the Tora Belo hospital must be liability civil 
law in the Civil Code, are criminally liability pursuant to Law No. 36 of 2009 on Health and is 
liability for the administration according to Law No. 44 of 2009 on Hospitals. The factors that 
support and hinder the implementation of the liability of the hospital in Tora Belo responsible by 
using systems theory approach to the concept of law according to Lowrance M. Friedman covers 
the substance, structure and culture, so that the obtained results that the factors that hinder the 
implementation of the liability of the Tora Belo hospital is the factor structure and culture, while 
supporting factor is the factor of the substance. 
Keywords: lability of hospitals, health services, substance, structure, culture  
 
Rumah Sakit yang merupakan institusi 
kesehatan memegang peranan yang sangat 
penting dalam mewujudkan derajat kesehatan 
masyarakat secara optimal. Oleh karena itu 
rumah sakit dituntut agar mampu mengelola 
kegiatannya dengan mengutamakan pada 
tanggung jawab para profesional di bidang 
kesehatan khususnya tenaga medis dan tenaga 
keperawatan dalam menjalankan tugas dan 
kewenangannya. 
Kabupaten Sigi merupakan salah satu 
kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah, yang 
memiliki Indeks Pembangunan Manusia 
(IPM) Kabupaten Sigi berdasarkan data 
terakhir tahun 2016 berada di posisi ke 7 dari 
12 (dua belas) Kabupaten dan 1 (satu) Kota di 
Provinsi Sulawesi Tengah, setelah 
sebelumnya pada tahun 2013 hanya berada di 
posisi ke 11. Rendahnya IPM ini terindikasi 
dari rendahnya Usia Harapan Hidup (UHH), 
Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan 
Angka Kematian Bayi (AKB). 
Salah satu upaya untuk meningkatkan 
derajat kesehatan masyarakat adalah dengan 
menyediakan fasilitas sarana dan prasarana 
kesehatan, antara lain pembangunan Rumah 
Sakit Umum Daerah Tora Belo (selanjutnya 
di singkat RSUD Tora Belo) yang 
memberikan pelayanan kesehatan masyarakat 
di wilayah kabupaten Sigi. Berdirinya RSUD 
Tora Belo merupakan salah satu bagian dari 
pembangunan kesehatan masyarakat di 
Kabupaten Sigi. Seiring dengan 
perkembangan hasil pembangunan di RSUD 
Tora Belo, hal ini juga berdampak pada 
berubahnya cara pandang masyarakat tentang 
kebutuhan pelayanan masyarakat yang 
diterima seperti mutu, sarana dan prasarana 
kesehatan. Masyarakat semakin kritis 
terhadap hasil pelayanan yang di terima, kalau 
mereka puas dengan hasil pelayanan, 
dampaknya tentu saja positif dan tidak 
bermasalah bahkan dapat memberi 
keuntungan yang lain bagi rumah sakit itu 
sendiri, tetapi bila masyarakat kecewa dengan 
pelayanan yang diterima maka dampaknya 
akan negatif, artinya masyarakat bisa saja 
menunjukkan rasa ketidak puasan tersebut 
melalui berbagai cara. 
Seperti yang terjadi melalui Koran 
Media Alkhairat yang terbit pada tanggal 15 
Januari 2015, dimana RSUD Tora Belo tidak 
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diperbolehkan melayani pasien Badan 
Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS). Hal ini 
terkait dengan RSUD Tora Belo belum 
memenuhi syarat dalam hal sarana dan 
prasarana yang di tentukan oleh pihak BPJS. 
Setelah itu ditindak lanjuti oleh pihak 
Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan 
Sulawesi Tengah dengan mengirimkan surat 
kepada pemerintah kabupaten Sigi dalam hal 
ini ditujukan kepada Bupati Sigi. 
Mencermati kasus tersebut, Ombudsman 
memandang bahwa Bupati Sigi belum 
menjadikan pelayanan kesehatan yang 
optimal kepada warganya sebagai agenda 
penting dalam kepemerintahannya. Oleh 
karena itu Ombudsman RI perwakilan 
Sulawesi Tengah memberikan saran kepada 
Bupati Sigi agar dapat memperhatikan 
kekurangan fasilitas kesehatan yang ada pada 
RSUD Tora Belo, agar RSUD Tora Belo 
dapat memenuhi standar kewajibannya dalam 
melayani masyarakat sebagaimana di 
amanahkan dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-
undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang 
Rumah Sakit. 
Menyingkapi persoalan hal tersebut, 
maka rumah sakit dan unsur-unsur yang 
terdapat di dalamnya melakukan pembenahan 
pelayanan berupa sarana dan prasarana dan 
tindakan medik yang di berikan kepada 
masyarakat dan mematuhi aturan-aturan yang 
sudah diterapkan sesuai hukum yang berlaku 
dalam konteks pelayanan kesehatan, sehingga 
bila terjadi konflik antara pasien dan rumah 
sakit maka sudah ada aturan yang menjadi 
standar dalam penyelesaiannya, oleh karena 
itu Rumah Sakit sebagai tempat pelaksanaan 
pelayanan kesehatan harus mampu 
menerapkan hukum atau aturan-aturan yang 
berlaku yang berhubungan dengan upaya 
mewujudan pelayanan kesehatan yang 
maksimal. 
Berdasarkan uraian diatas, 
permasalahan yang akan dibahas dalam artikel 
ini mengenai implementasi tanggungjawab 
hukum RSUD Tora Belo terhadap pelayanan 
kesehatan dan faktor-faktor apa saja yang 
menjadi pendukung dan penghambat 




Penelitian ini dilakukan menggunakan 
metode penelitian hukum empiris, dengan 
pendekatan konsep teori sistem hukum dari 
Lowrance M. Friedman yang meliputi 
Substansi, Struktur dan Kultur. Jenis data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
data primer dari bahan hukum yang bersifat 
autoritatif, artinya mempunya otoritas seperti 
perundang-undangan dan wawancara 
langsung dengan responden dan data sekunder 
berupa publikasi tentang hukum yang bukan 
merupakan dokumen-dokumen resmi meliputi 
buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-
jurnal hukum, internet dan komentar-
komentar atas putusan pengadilan. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Implementasi Tanggung Jawab Hukum 
RSUD Tora Belo Terhadap Pelayanan 
Kesehatan Masyarakat 
Implementasi tanggung jawab yang 
ingin penulis bahas adalah tanggung jawab 
hukum menurut hukum Rumah Sakit menurut 
Perdata, tanggung jawab hukum Rumah Sakit 
menurut Undang-undang Nomor 36 tahun 
2009 tentang Kesehatan dan tanggung jawab 
hukum Rumah Sakit  menurut Undang-
undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah 
Sakit. 
 
Tanggung jawab Hukum Rumah Sakit 
Menurut Hukum Perdata 
Pada umumnya seorang pasien yang 
merasa dirinya sakit akan mencari 
pertolongan pada Rumah Sakit untuk di 
lakukan upaya penyembuhan. Upaya 
penyembuhan di Rumah Sakit pada pasien 
dapat berupa upaya perawatan maupun 
melalui upaya pelayanan medik sebagaimana 
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perjanjian yang dibuat oleh pasien dengan 
Rumah Sakit. 
Apabila terhadap pasien hanya 
dilakukan upaya perawatan, maka hubungan 
yang timbul antara Rumah Sakit dan pasien 
adalah berupa perjanjian untuk dilakukan 
perawatan. Sehubungan dengan itu, maka 
Rumah Sakit berkewajiban untuk memberikan 
perawatan yang baik dan wajar. Namun 
demikian, pasien yang memerlukan 
pertolongan Rumah Sakit tersebut akan 
memperoleh upaya pelayanan medik dari 
petugas kesehatan, maka pasien dapat 
berhubungan dengan petugas kesehatan untuk 
dilakukan upaya pelayanan medik.  
Hubungan antara subyek hukum dengan 
subyek hukum lain dimana hukum perdata 
sebagai kaidahnya seperti juga dalam 
hubungan antara Rumah Sakit dengan pasien, 
maka pedomannya adalah bagaimana untuk 
dapat dilaksanakannya hak dan kewajiban 
masing-masing secara baik. Oleh karena itu, 
apabila terjadi sengketa maka subyek-subyek 
hukum ini memiliki tanggung jawab hukum 
dan wajib menyelesaikan sengketa tersebut. 
Jadi tanggung jawab hukum itu di bebankan 
terhadap subyek hukum yang melakukan 
perbuatan melawan hukum. 
Pada hakekatnya, ada dua bentuk 
pertanggungjawaban hukum Rumah Sakit 
dalam  ruang lingkup keperdataan, Pertama, 
yaitu pertanggungjawaban atas kerugian yang 
disebabkan karena wanprestasi yaitu 
perbuatan tidak memenuhi prestasi atau 
kewajibannya; kedua, pertanggung jawaban 
akibat perbuatan melanggar hukum, yaitu 
perbuatan yang bertentangan dengan 
kewajiban profesi yang dilakukan oleh tenaga 
medis yang bekerja untuk dan atas nama 
Rumah Sakit. 
Menurut Hukum Perdata ada perbedaan 
antara wanprestasi dengan perbuatan 
melanggar hukum. Wanprestasi adalah suatu 
keadaan di mana seseorang tidak memenuhi 
kewajiban yang didasarkan pada perjanjian/ 
kontrak. Sedangkan perbuatan melanggar 
hukum mencakup pengertian berbuat atau 
tidak berbuat yang melanggar hak orang lain 
dan bertentangan dengan kewajiban hukum 
atau kesusilaan atau kepatutan dalam 
masyarakat, baik terhadap diri atau benda 
orang lain. 
Berdasarkan uraian tersebut, dalam 
ruang lingkup hukum perdata, perbuatan 
Rumah Sakit, hal-hal atau perbuatan yang 
dapat menimbulkan tanggung jawab 
keperdataan antara lain : 
1. Wanprestasi yang diatur pada Pasal 1239 
KUH Perdata 
2. Perbuatan melanggar hukum berdasarkan 
Pasal 1365 KUH Perdata, “bahwa tiap 
perbuatan melanggar hukum, yang 
membawa kerugian kepada orang lain, 
mewajibkan orang yang karena 
kesalahannya menerbitkan kerugian itu 
untuk mengganti kerugian tersebut”. 
3. Melalaikan kewajiban berdasarkan Pasal 
1367 Ayat (3) KUH Perdata bahwa, 
“seseorang tidak saja bertanggung jawab 
untuk kerugian yang di sebabkan 
perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk 
kerugian yang disebabkan perbuatan 
orang-orang yang menjadi tanggungannya 
dan terhadap siapa mereka melakukan 
kekuasaan orang tua atau wali.” 
Berdasarkan upaya Rumah Sakit adalah 
untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan 
dalam meringankan atau menyembuhkan 
pasien dari penyakitnya sesuai dengan 
kemampuan petugas kesehatan berdasarkan 
pengetahuan dan keterampilannya di bidang 
kesehatan, maka tidak tertutup kemungkinan 
ada yang menimbulkan kerugian pada pasien. 
Kemungkinan kerugian yang ditimbulkan dari 
pelayanan medik tersebut disebabkan oleh 
kesalahan maupun karena kelalaian dokter 
atau perawat yang di bawah pengawasan 
Rumah Sakit.  
Berkaitan dengan ganti rugi dalam 
perbuatan melawan hukum, kerugian yang 
ditimbulkan dapat berupa : 
a. Kerugian materiil. 
b. Kerugian immaterial/idiil. 
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Perbuatan melawan hukum pun dapat 
menimbulkan kerugian yang bersifat 
immaterial/idiil seperti ketakutan, sakit dan 
kehilangan kesenangan hidup. 
Berikut ini kasus yang peneliti temukan 
di RSUD Tora Belo berdasarkan hasil 
wawancara dengan responden yang 
merupakan pasien yang merasa di rugikan 
akibat kebijakan dari RSUD Tora Belo untuk 
tidak memperbolehkan melayani pasien BPJS, 
yaitu kasus pasien yang merupakan  ibu hamil 
di wilayah kerja RSUD Tora Belo yang 
mengalami Abortus (keguguran kandungan di 
usia ≤ 12 minggu) harus mendapatkan 
perawatan intensif di Rumah Sakit yang ada 
di Kota Palu akibat terjadi perdarahan, hal ini 
akibat lama tertolong karena harus menempuh 
perjalanan yang jauh ke Rumah Sakit yang 
ada di kota Palu. 
Perbuatan melawan hukum menurut 
teori Legistis, di artikan sebagai berbuat atau 
tidak berbuat yang bertentangan dengan 
kewajiban hukum atau melanggar hak orang 
lain. Sehingga menurut ajaran Legistis suatu 
perbuatan melawan hukum harus memenuhi 
salah satu unsur yaitu: melanggar hak orang 
lain bertentangan dengan kewajiban hukum si 
pembuat yang telah diatur dalam undang-
undang. 
Terkait dengan teori Legistis terhadap 
kasus yang telah di uraikan di atas, maka 
RSUD Tora Belo telah melanggar hak orang 
lain, hak orang lain yang di maksud 
merupakan hak asasi manusia yang tertuang 
dalam Pasal 28 ayat(1)  UUD 1945 yang 
menyatakan bahwa setiap orang berhak atas 
kesehatan, sedangkan kewajiban Rumah Sakit 
yang dimaksud secara khusus menurut Pasal 
32 Ayat (1) yang menyatakan  bahwa dalam 
keadaan darurat, fasilitas pelayanan 
kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, 
wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi 
penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan 
kecacatan terlebih dahulu. 
Gugatan dapat di ajukan atas dasar 
perbuatan melawan hukum jika terdapat fakta-
fakta yang berwujud suatu perbuatan melawan 
hukum, walaupun diantara para pihak tidak 
terdapat suatu perjanjian seperti perjanjian 
untuk melakukan perawatan. Untuk 
mengajukan gugatan berdasarkan perbuatan 
melawan hukum, harus dipenuhi empat syarat, 
yaitu : 
1. Perbuatan itu melawan hukum 
2. Ada kesalahan 
3. Pasien harus mengalami suatu kerugian 
4. Ada hubungan kausal antara kesalahan 
dengan kerugian 
Jika dihubungkan dengan hubungan 
hukum antara Rumah Sakit dengan pasien, 
maka unsur-unsur melawan hukum dari 
perbuatan melawan hukum menurut  Soerjono 
Soekanto, adalah sebagai berikut: 
1. Apakah terdapat pelanggaran kewajiban 
(the breach of the duty). Untuk 
membuktikan telah terjadi pelanggaran 
terhadap standar perawatan yang telah 
diberikan kepada seorang pasien, 
diperlukan kesaksian ahli dari seorang 
dokter yang mengerti. Kesaksian ini sulit 
diperoleh karena adanya kecenderungan 
dokter untuk dilindungi tean sejawatnya. 
2. Apakah kelalaian itu benar-benar 
merupakan penyebab cedera (caution). 
3. Adanya kerugian (damage). Bila dapat di 
buktikan bahwa kelalaian merupakan 
penyebab cedera, maka pasien berhak 
mendapatkan ganti kerugian. 
Dengan demikian, antara kesalahan 
Rumah Sakit dan kerugian yang di derita oleh 
pasien mempunyai hubungan kausal, sehingga 
RSUD Tora Belo dapat dapat di gugat dengan 
dasar hukum Pasal 1365  KUHPerdata, 
dimana RSUD Tora Belo harus mengganti 
kerugian yang dialami oleh pasien tersebut 
berdasarkan tanggung jawab tidak langsung. 
Pertanggung jawaban tidak langsung di 
dasarkan pada Pasal 1367 KUH Perdata, 
bahwa seorang subjek hukum tidak hanya 
bertanggung jawab atas perbuatan melawan 
hukum yang dilakukannya saja, tetapi juga 
untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang 
lain yang menjadi tanggungannya dan barang-
barang yang berada di bawah pengawasannya. 
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Menentukan luasnya kerugian yang 
harus diganti umumnya harus dilakukan 
dengan menilai kerugian tersebut, untuk itu 
pada asasnya yang dirugikan harus sedapat 
mungkin ditempatkan dalam keadaan seperti 
keadaan jika tidak terjadi perbuatan melawan 
hukum. Pihak yang dirugikan berhak 
menuntut ganti rugi tidak hanya kerugian 
yang telah ia derita pada waktu diajukan 
tuntutan akan tetapi juga apa yang ia akan 
derita pada waktu yang akan datang. 
Pengganti kerugian karena perbuatan 
melawan hukum belum diatur dalam undang-
undang, oleh karena itu ketentuan yang 
mengatur tentang ganti rugi karena melawan 
hukum dapat diperlakukan sebagian secara 
analogis. Mengenai hal ini mempergunakan 
peraturan ganti rugi karena wanprestasi, di 
samping itu pemulihan kembali keadaan 
semula. Gugatan atau tuntutan berdasarkan 
alasan hukum wanprestasi berbeda dengan 
gugatan berdasarkan perbuatan melawan 
hukum. Gugatan berdasarkan wanprestasi 
hanya mengenal kerugian materil, sedangkan 
dalam gugatan perbuatan melawan hukum 
selain mengandung kerugian materil juga 
mengandung kerugian immateril, yang dinilai 
dengan uang. 
Selanjutnya, untuk mengganti kerugian 
yang immateriil maka kerugian yang timbul 
karena adanya perbuatan melawan hukum 
menyebabkan adanya pembebanan kewajiban 
kepada pelaku untuk memberikan ganti rugi 
kepada penderita adalah sedapat mungkin 
mengembalikan ke keadaan semula yakni 
sebelum terjadinya perbuatan melawan 
hukum. Jadi, dalam hal ganti rugi karena 
perbuatan melawan hukum, Penggugat 
berdasarkan gugatannya pada Pasal 1365 
KUHPerdata tidak dapat mengharapkan 
besarnya kerugian. Kerugian ini ditentukan 




Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit 
Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 
2009 Tentang Kesehatan 
Rumah Sakit adalah salah satu jenis 
sarana pelayanan kesehatan, yang tugas 
utamanya melayani kesehatan perorangan di 
samping tugas pelayanan lainnya. Undang-
undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang 
Kesehatan meski tidak secara explisit tidak 
menyebutkannya namun pengertian Rumah 
Sakit dapat di simpulkan sebagai salah satu 
bentuk fasilitas pelayanan kesehatan, seperti 
di rumuskan pada Pasal 1 butir 7.  
Adapun tujuan penyelenggaraan Rumah 
Sakit adalah seperti di rumuskan dalam Pasal 
3 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 
tentang Kesehatan, dimana di sebutkan 
bahwa: 
 “Pembangunan kesehatan bertujuan untuk 
meningkatkan kasadaran, kemauan, dan 
kemampuan hidup sehat bagi setiap orang 
agar terwujud derajat kesehatan masyarakat 
yang setinggi-tingginya, sebagai investasi 
bagi pembangunan sumber daya manusia 
yang produktif secara sosial dan ekonomis.” 
Tujuan Undang-undang ini tentu saja 
menjadi roh/jiwa dan tujuan pula bagi 
penyelenggara Rumah Sakit, sabagai salah 
satu sub sistem dalam pelayanan kesehatan, 
untuk andil dalam pembangunan kesehatan 
yang tujuan akhirnya adalah terwujudnya 
derajad kesehatan yang setinggi-tingginya 
bagi masyarakat (Pasal 51 Ayat (1)) .  
Selanjutnya, Rumah Sakit sebagai suatu 
institusi mempunyai kewajiban dan tanggung 
jawab terhadap pemberian pelayanan yang 
baik kepada pasiennya (Duty of care). Salah 
satu kewajiban dari Rumah Sakit adalah harus 
menyediakan peralatan medik yang baik. 
Bukan berarti Rumah Sakit harus 
menyediakan segala peralatan medik yang 
baru di temukan, tetapi ia harus menyediakan 
peralatan standar medik yang secara umum 
diperlukan dan menjaga agar peralatan 
tersebut selalu tersedia dalam keadaan baik 
dan siap pakai. 
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Kewajiban Rumah Sakit yang berkaitan 
dengan fasilitas dan peralatan medik tersebut 
dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu kewajiban 
Rumah Sakit atas sarana perhotelan 
(mobileur) dan sarana perumah sakitan. 
Sarana perhotelan adalah semua barang-
barang perabot yang tersedia di Rumah Sakit, 
seperti : penyediaan kamar dengan tempat 
tidur, kasus, sprei, bantal, penerangan, 
telepon, juga fasilitas pencucian dan dapur 
untuk makanan bagi pasien, Di samping itu, 
Rumah Sakit juga harus menyediakan 
kebutuhan-kebutuhan dasar lainnya yang 
dibutuhkan demi lancarnya upaya pelayanan 
kesehatan maupun upaya pelayanan medik. 
Sarana perumahsakitan yang di maksud 
adalah semua perlengkapan dan peralatan 
medik (Medical equitment) yang diperlukan di 
Rumah Sakit, seperti kamar bedah dengan 
perlengkapan dan peralatannya, peralatan 
Rontgen, berikut kamar gelapnya untuk 
mencuci film, kamar USG, kamar bersalin, 
Unit Gawat Darurat (UGD), Poliklinik dan 
sebagainya. Dengan demikian, peralatan 
medik merupakan suatu keharusan bagi 
Rumah Sakit unuk dimiliki demi lancarnya 
upaya pelayanan medik bagi pasien. 
Mengenai keterbatasan sarana dan 
peralatan sebagai alasan sebuah Rumah Sakit 
menolak pasien tidak di atur dalam Undang-
undang Nomor 36 tahun 2009 tentang 
Kesehatan, hal ini terkait dengan latar 
belakang penulisan dimana RSUD Tora Belo 
tidak diperbolehkan melayani pasien BPJS 
oleh pimpinan Rumah Sakit.  
Berdasarkan wawancara yang peneliti 
lakukan terhadap responden terkait dengan 
ketentuan RSUD Tora Belo tidak di 
perbolehkan melayani pasien BPJS, bahwa 
ada beberapa contoh kasus persalinan darurat 
dari pasien pengguna BPJS yang akhirnya 
tidak dapat dilayani. Namun, pada dasarnya 
dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan 
kesehatan, baik pemerintah maupun swasta 
dilarang menolak pasien dan / atau meminta 
uang muka. Hal ini ditegaskan  dalam Pasal 
32 Undang-undang  Nomor 36 tahun 2009 
tentang Kesehatan yang menyatakan:   
1. Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan 
kesehatan, baik pemerintah maupun swasta 
wajib memberikan pelayanan kesehatan 
bagi penyelamatan nyawa pasien dan 
pencegahan kecatatan terlebih dahulu”. 
2. Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan 
kesehatan baik pemerintah maupun swasta 
dilarang menolak pasien dan/atau meminta 
uang muka terlebih dahulu.    
Berdasarkan ketentuan di atas, maka 
RSUD Tora Belo harus bertanggung jawab 
karena telah melanggar kewajiban untuk 
memberikan pelayanan kesehatan seperti yang 
di nyatakan pada Pasal 32 Undang-undang 
Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, 
sehingga berdasarkan RSUD Tora Belo harus 
bertanggung jawab secara pidana, hal ini 
berdasarkan ketentuan Pasal 190 Ayat (1) dan 
Ayat (2).  
Pada ketentuan ini jelas bahwa subyek 
yang bertanggung jawab adalah pimpinan 
fasilitas pelayanan kesehatan. Artinya bahwa 
RSUD Tora Belo dapat di bebani tanggung 
jawab pidana jika dalam tugas pelayanannya 
menolak pasien dalam keadaan gawat darurat, 
dengan sanksi pidana yang cukup berat berarti 
sanksi kumulatif yakni pidana penjara dan 
denda. Sanksi pidananya bahkan diperberat 
jika mengakibatkan kondisi kecacatan dan 
/atau kematian terhadap pasien gawat darurat 
yang di tolak tersebut.  
 
Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit 
Menurut Undang-undang Nomor 44 Tahun 
2009 Tentang Rumah Sakit 
Hukum perdata mengakui eksistensi 
badan hukum dan memberikan hidup untuk 
dapat atau berwenang melakukan perbuatan 
hukum. Di Indoneisa, eksistensi Rumah Sakit 
sebagai badan hukum diakui oleh Undang-
undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang 
Rumah Sakit, sebagaimana di nyatakan 
didalam Pasal 7 Ayat (4) bahwa, Rumah Sakit 
yang didirikan oleh swasta harus berbentuk 
badan hukum yang kegiatan usahanya harus 
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bergerak di bidang perumahsakitan. Dengan 
diberi wadah badan hukum, akan memberikan 
kemudahan pertanggungjawaban Rumah Sakit 
yang bersangkutan terutama pada saat 
menimbulkan kerugian pada pasien. 
Kerugian pada pasien dapat terjadi 
karena Rumah Sakit melalaikan kewajibannya 
dalam menyediakan sarana dan prasarana 
untuk menyelenggarakan upaya pelayanan 
kesehatan. Seperti yang telah di sebutkan 
sebelumnya bahwa RSUD Tora Belo di 
nyatakan belum memenuhi syarat untuk 
bekerja sama dengan pihak BPJS karena 
RSUD Tora Belo belum memenuhi syarat 
kerjasama, syarat yang di maksud berupa 
belum lengkapnya sarana dan prasarana di 
RSUD Tora Belo. 
Peralatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor  44 
Tahun 2009 tentang Rumah Sakit meliputi 
peralatan medis dan non medis harus 
memenuhi standar pelayanan, persyaratan 
mutu, keamanan, keselamatan dan laik pakai 
seperti yang termuat dalam Pasal 16 Undang-
undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah 
Sakit. 
Hal yang menjadi kewajiban Rumah 
Sakit untuk disediakan menurut Undang-
undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang 
Rumah Sakit dan yang telah di spesifikasikan 
dalam Peraturan Menteri Kesehatan seperti 
uraian di atas, maka ini yang menjadi acuan 
bagi peneliti untuk melakukan pengamatan 
mengenai sarana dan peralatan di maksud di 
RSUD Tora Belo. 
Permasalahan belum terpenuhinya 
semua sarana dan peralatan yang menjadi 
persyaratan Rumah Sakit Tipe D, maka 
RSUD Tora Belo bertanggungjawab secara 
administrasi dan dapat di kenakan sanksi 
sesuai dengan Pasal 17 Undang-undang 
Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, 
bahwa Rumah Sakit yang tidak memenuhi 
persyaratan sebagaimana di maksud Pasal 10 
dan Pasal 11 tidak diberikan izin mendirikan, 
dicabut atau tidak diperpanjang izin 
operasional Rumah Sakit. 
Mengenai keterbatasan sarana dan 
peralatan sebagai alasan sebuah Rumah Sakit 
untuk tidak melayani pasien tidak di atur 
dalam Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 
tentang Rumah Sakit, hal ini terkait dengan 
latar belakang penulisan dimana RSUD Tora 
Belo tidak diperbolehkan melayani pasien 
BPJS oleh pimpinan Rumah Sakit. Pada 
dasarnya dalam keadaan darurat, fasilitas 
pelayanan kesehatan, baik pemerintah 
maupun swasta dilarang menolak pasien dan / 
atau meminta uang muka. Hal ini ditegaskan  
dalam Pasal 29 Undang-undang  Nomor 44 
tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang 
menyatakan bahwa “Rumah Sakit 
melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan 
memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak 
mampu/miskin, pelayanan gawat darurat 
tanpa uang muka, ambulance gratis, 
pelayanan korban bencana dan kejadian luar 
biasa, atau bakti sosial bagi misi 
kemanusiaan.”   
Terkait dengan pelanggaran atas 
kewajiban sebagaimana di maksud di atas, 
maka Rumah Sakit dikenakan sanksi 
administrasi berupa : 
a.  Teguran 
b.  Teguran tertulis 
c.  Denda dan pencabutan izin Rumah  
     Sakit 
Lalu, jika memang Rumah Sakit harus 
terpaksa menolak pasien karena tidak 
tersedianya sarana dan peralatan medis, 
bagaimana tanggungjawab Rumah Sakit 
terkait penolakan tersebut ? Hal ini berkaitan 
dengan jejaring dan sistem rujukan yang di 
atur dalam Bagian Keempat Bab IX Undang-
undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah 
Sakit mengenai Penyelenggaraan. Maksud  
Jejaring termasuk juga penyediaan alat 
sebagaimana di sebut dalam Pasal 41 Undang-
undang Nomor 44 tahun 2009 tentang  Rumah 
Sakit. 
Sedangkan yang dimaksud dengan 
sistem rujukan adalah penyelenggaraan 
kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas 
dan tanggungjawab secara timbal balik baik 
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vertikal maupun horizontal terhadap kasus 
penyakit atau masalah penyakit atau 
permasalahan kesehatan sebagaimana di 
sebutkan dalam Pasal 42 Ayat (1) Undang-
undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah 
Sakit. 
Lebih lanjut dikatakan dalam Pasal 42 
Ayat (2) Undang-undang Nomor 44 tahun 
2009 tentang Rumah Sakit bahwa setiap 
Rumah Sakit mempunyai kewajiban merujuk 
pasien yang memerlukan pelayanan di luar 
kemampuan pelayanan Rumah Sakit. Ini 
artinya, jika RSUD Tora Belo terpaksa 
menolak pasien BPJS karena tidak tersedianya 
peralatan medis, maka RSUD Tora Belo wajib 
merujuk ke Rumah Sakit lain yang bergabung 
dalam sistem rujukannya dan memiliki 
peralatan medis lebih lengkap, agar pasien 
tersebut memperoleh pelayanan kesehatan 
yang diperlukannya.  
Berdasarkan uraian di atas, dengan kata 
lain RSUD Tora Belo yang karena diluar 
kemampuannya tidak memiliki peralatan 
medis boleh saja menolak pasien dalam hal ini 
tidak dilarang oleh undang-undang. Adapun 
bentuk tanggung jawabnya adalah dengan 
memberikan rujukan pelayanan kesehatan ke 
Rumah Sakit lain. 
 
Faktor-Faktor Yang Mendukung Dan 
Menghambat Pelaksanaan Tanggung 
Jawab Hukum RSUD Tora Belo Terhadap 
Pelayanan Kesehatan Masyarakat 
Teori hukum tidak dapat dilepaskan dari 
lingkungan zaman yang senantiasa terus 
berkembang karena teori hukum biasanya 
muncul sebagai suatu jawaban yang diberikan 
terhadap permasalahan hukum. Oleh karena 
itu, teori hukum mengajukan pemikiran secara 
universal, dalam proses perkembangannya 
terbukti sangat bijaksana. 
Terkait dengan permasalahan yang 
peneliti temukan, maka teori yang digunakan 
adalah teori sistem hukum menurut Lawrance 
M. Friedman, dimana Lawrance 
mengemukakan bahwa efektif dan berhasil 
tidaknya penegakkan hukum tergantung tiga 
unsur siste hukum, yaki Struktur Hukum 
(Strukture Of Law) adalah keseluruhan 
institusi penegakan hukum beserta aparatnya, 
Substansi Hukum (Substance Of The Law) 
meliputi perangkat perundang-undangan dan 
Budaya Hukum (Legal Culture) adalah 
kebiasaan, opini, cara berpikir dan cara 
bertindak dari para penegak hukum. 
 
Struktur 
Faktor ini meliputi pokok-pokok yang 
membentuk maupun yang menerapkan hukum 
atau Law Enforcement. Bagian-bagian Law 
Enforcement adalah aparatur penegak hukum 
(pemerintah, direktur, tenaga kesehatan) yang 
mampu memberikan kepastian, keadilan dan 
kesempatan hukum secara profesional. 
Hasil wawancara peneliti dengan 
petugas kesehatan RSUD Tora Belo dari 
unsur struktur hukum menunjukkan bahwa 
penyelenggaraan RSUD Tora Belo 
mengalami masalah dari segi pembinaan dan 
pengawasan dari pemerintah kabupaten Sigi 
kepada penyelenggaraan RSUD Tora Belo.  
Sesuai dengan amanat Undang-undang 
Nomor  44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit 
Pasal 6 Ayat (1) huruf c, bahwa Pemerintah 
Daerah bertanggung jawab untuk membina 
dan mengawasi penyelenggaraan Rumah 
Sakit. Sehingga dalam rangka pembinaan dan 
pengawasan tersebut Pemerintah Daerah 
dapat mengambil tindakan administratif 
seperti yang tertuang dalam Undang-undang 
Nomor 44 tahun 2009  Rumah Sakit Pasal 54 
Ayat (5), berupa: 
a.  Teguran 
b.  Teguran tertulis 
c.  Denda dan pencabutan izin 
Selain itu, menurut peneliti yang 
menjadi permasalahan adalah penetapan 
persyaratan struktur organisasi. Struktur 
organisasi dalam RSUD Tora Belo 
sesungguhnya kurang tepat mengingat 
Peraturan Menteri Kesehatan Republik 
Indonesia Nomor 1045/MENKES/ 
PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi 
Rumah Sakit, dimana tidak di muat dalam 
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struktur organisasi mengenai Satuan 
Pengawas Internal dan Komite Medik. 
Pengaturan penyelenggaraan komite 
medik di Rumah Sakit merupakan ketentuan 
yang harus di bentuk karena sangat disadari 
bahwa Rumah Sakit merupakan institusi yang 
sangat kompleks dan beresiko tinggi (high 
risk), terlebih dalam kondisi regional dan 
global yang sangat dinamis perubahannya.  
Rumah Sakit merupakan institusi yang 
“rawan” dengan persoalan hukum terkait 
dengan maraknya gugatan pasien kepada 
Rumah Sakit. Dalam berbagai pemberitaan di 
media massa di Indonesia, Rumah Sakit 
menjadi salah satu topik pemberitaan yang 
cukup menarik perhatian. Berbagai kasus 
mengemuka bermula dari persoalan pelayanan 
Rumah Sakit yang kurang memuaskan pasien, 
melebar menjadi persoalan yang luar biasa, 
salah satu contohnya adalah kasus Prita 
Mulyasari. 
Sementara itu jika dilihat ketentuan 
dalam Pasal 46 Undang-undang Nomor 44 
tahun 2009 tentang Rumah Sakit merumuskan 
bahwa direktur Rumah Sakit bertanggung 
jawab atas segala sesuatu yang terjadi di 
Rumah Sakit, terutama bertanggung jawab 
atas kerugian yang diakibatkan kelalaian yang 
dilakukan oleh tenaga kesehatan yang menjadi 
tanggung jawabnya. Rumusan yang 
mengandung konsekuensi tanggung jawab 
hukum yang cukup berat, dan hal menjadi fair 
jika Rumah Sakit memerlukan pula ketentuan 
hukum yang dapat memberikan perlindungan 
bagi pelaksanaan segala aktivitasnya. 
Berdasarkan ketentuan seperti diuraikan 
di atas, dapat dianalisis bahwa, kompleksitas 
organisasi Rumah Sakit mengharuskan 
Rumah Sakit melaksanakan pengelolaan 
secara baik seluruh komponen organisasi, 
mulai dari perangkat organisasi dengan 
kualifikasi dan pembagian kewenangannya; 
kewajiban dan tugas organisasi; terhadap 
institusi, terhadap staf, maupun terhadap 
pengguna jasa (pasien), yang harus dikelola 
dengan sebaik-baiknya, dengan mendasarkan 
pada prinsip akuntabilitas yaitu  kejelasan 
hasil akhir pelayanan, efektifitas dan efisien. 
Sehingga para pelaksana juga akan 
memperoleh rasa kepemilikan dan 
pemahaman yang baik mengenai kontribusi 
mereka, serta nilai kontribusi tersebut bagi 
para pelanggan Rumah Sakit (Pasien). 
Pembenahan struktur hukum meliputi 
perbaikan dari segala kelembagaan atau 
organ-organ yang menyelenggarakan 
tanggung jawab hukum RSUD Tora Belo, 
sehingga dapat meminimalisir keluhan-
keluhan dari masyarakat mengenai tidak 
maksimalnya pelayanan kesehatan di RSUD 
Tora Belo. Dalam hal ini, birokrasi dan 
struktur pengawasan fungsi dari tanggung 
jawab hukum RSUD Tora Belo merupakan 




Setiap Rumah Sakit memiliki hukum 
sebagai penata normatif dalam hubungan 
antar petugas kesehatan dan antar petugas 
kesehatan dengan pasien, hal ini bertujuan 
agar hubungan individu di lingkungan Rumah 
Sakit dapat berlangsung lestari dan mencapai 
tujuan bersama yaitu pelayanan kesehatan 
yang optimal. 
Beberapa keluhan masyarakat terhadap 
RSUD Tora Belo bahwa rumah sakit tidak 
melayani masyarakat dengan baik bahkan 
dilaporkan dengan pelayanan yang tidak 
sesuai harapan, permasalahannya tidak 
terletak pada substansinya, karena substansi 
yang mengatur kehidupan kebelangsungan 
Rumah Sakit sudah di atur oleh banyak 
peraturan-peraturan rumah sakit yang jelas, 
sistematis, dan rinci. Jika aturan-aturan ini di 
patuhi dengan baik maka substansi dapat 
merupakan alat untuk menjalankan program 
tanggung jawab hukum RSUD Tora Belo 
dengan baik dan benar. Kesemuanya ini 
tergantung kepada kemauan dan kepatuhan 
dari semua pihak-pihak yang terkait dalam 
Rumah Sakit.  
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Kultur 
Sebaik apapun penataan struktur hukum 
untuk menjalankan aturan hukum yang 
ditetapkan dan sebaik apapun kualitas 
substansi hukum yang dibuat tanpa didukung 
budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat 
dalam sistem dan masyarakat maka 
penegakkan hukum tidak akan berjalan secara 
efektif. Oleh karena itu, budaya yang ingin 
peneliti ketahui yaitu mengenai budaya 
penerapan budaya keselamatan pasien (patient 
safety) di RSUD Tora Belo. 
Dugaan malpraktek yang dilakukan 
petugas pelayanan kesehatan yang 
mengakibatkan pasien mengalami kerugian 
mulai dari materi, cacat fisik bahkan sampai 
meninggal dunia memperlihatkan masih 
rendahnya mutu pelayanan kesehatan di 
rumah sakit. patient safety (keselamatan 
pasien) belum menjadi budaya yang harus 
diperhatikan oleh rumah sakit di Indonesia. 
Perubahan paradigma dalam  lembaga 
pelayanan kesehatan yang saat ini beralih 
pada patient centered care belum benar-benar 
dijalankan dengan baik. Masih ada rumah 
sakit yang berorientasi pada kepentingan 
manajemen yang pada akhirnya melupakan 
keselamatan pasien di rumah sakit. Undang-
undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 
sudah dengan jelas bahwa rumah sakit saat ini 
harus mengutamakan keselamatan pasien 
diatas kepentingan yang lain sehingga sudah 
seharusnya rumah sakit berkewajiban 
menerapkan budaya keselamatan pasien. 
Berdasarkan hasil pengamatan peneliti 
yang telah di lakukan di RSUD Tora Belo, 
dapat peneliti simpulkan bahwa RSUD Tora 
Belo belum menerapkan budaya keselamatan 
pasien (patient safety) yang dimaksud. Hal ini 
terkait dengan implementasi tanggung jawab 
hukum RSUD Tora Belo yg belum optimal di 
jalankan. Dalam hal ini apabila rumah sakit 
yang mengabaikan keselamatan pasien sudah 
seharusnya diberi sanksi yang berat baik 
untuk rumah sakit maupun petugas pelayanan 
kesehatan. 
Beberapa kasus yang terjadi di 
Indonesia, pihak rumah sakit bahkan petugas 
pelayanan kesehatan tidak mendapat sanksi 
apapun sehingga menjadikan penegakan 
hukum kesehatan di Indonesia masih sangat 
lemah. Sudah seharusnya apabila terjadi 
kelalaian bahkan kesengajaan dari pihak 
rumah sakit  yang mengakibatkan 
terancamnya keselamatan pasien maka rumah 
sakit harus bertanggung jawab. Inilah yang 
sampai saat ini belum berjalan sehingga 
masyarakat yang dirugikan karena lemahnya 
penegakan hukum yang pada akhirnya 
kasusnya menguap begitu saja. 
Tidak ada lagi alasan bagi setiap rumah 
sakit untuk tidak menerapkan budaya 
keselamatan pasien karena bukan hanya 
kerugian secara materi yang didapat tetapi 
juga ancaman terhadap hilangnya nyawa 
pasien.  Ada beberapa faktor yang menajdi 
penyebab kenapa budaya keselamatan pasien 
belum benar-benar diterapkan diberbagai 
rumah sakit, antara lain sebagai berikut : 
1. Rendahnya tingkat kepedulian petugas 
kesehatan terhadap pasien, hal ini bisa 
dilihat dengan masih ditemukannya 
kejadian diskriminasi yang dialami oleh 
pasien terutama dari masyarakat yang tidak 
mampu.  
2. Beban kerja petugas kesehatan yang masih 
terlampaui berat terutama perawat. 
Perawatlah yang bertanggung jawab terkait 
asuhan keperawatan kepada pasien 
sedangkan disisi lain masih ada rumah 
sakit yang memiliki keterbatasan jumlah 
perawat yang menjadikan beban kerja 
mereka meningkat. Selain perawat, saat ini 
di Indonesia juga masih kekurangan dokter 
terutama dokter spesialis serta distribusi 
yang tidak merata. Ini berdampak pada 
mutu pelayanan yang tidak sama di setiap 
rumah sakit.  
3. Orientasi pragmatisme para petugas 
kesehatan yang saat ini masih melekat 
disebagian petugas kesehatan. Masih 
ditemukan para petugas kesehatan yang 
hanya berorientasi untuk mencari 
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materi/keuntungan semata tanpa 
mempedulikan keselamatan pasien.  
4. Lemahnya pengawasan yang dilakukan 
oleh dinas kesehatan terhadap para petugas 
kesehatan. Lemahnya pengawasan sendiri 
dikarenakan beberapa faktor mulai dari 
terbatasnya personel yang dimiliki dinas 
kesehatan sampai rendahnya bargaining 
position dinas kesehatan. 
Keempat hal tersebut diatas juga 
menjadi penghalang terwujudnya budaya 
keselamatan pasien di setiap RSUD Tora 
Belo. Jika hal ini tidak segera diselesaikan 
maka kasus-kasus yang mengancam 
keselamatan pasien akan terjadi sehingga 
perlu upaya yang maksimal untuk 
mewujudkan budaya keselamatan pasien. 
Harus ada upaya untuk meningkatkan 
kesadaran para pemberi pelayanan kesehatan 
tentang pentingnya menerapkan budaya 
keselamatan pasien dalam setiap tindakan 
pelayanan kesehatan dan juga diperlukan 
sosialisasi yang masif kepada masyarakat 
terutama yang akan menggunakan jasa 
pelayanan kesehatan untuk meningkatkan 
pengetahuan serta memperbaiki perilaku 
mereka dalam memanfaatkan pelayanan 
kesehatan. 
Upaya-upaya ini harus segera dilakukan 
agar tidak ada lagi kasu dugaan malpraktik 
yang dapat merugikan masyarakat sehingga 
mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit bisa 
meningkat. Dengan meningkatkan kepedulian 
terhadap pasien maka dengan mudah budaya 
keselamatan pasien bisa dijalankan. Jangan 
sampai hanya karena kesalahan sedikit yang 
dilakukan oleh rumah sakit bisa berakibat 
pada rusaknya citra dunia perumah sakitan di 
Indonesia dimata internasional. 
 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
RSUD Tora Belo harus bertanggung 
jawab secara perdata berdasarkan KUH 
Perdata, bertanggung jawab secara pidana 
menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 
2009 Tentang Kesehatan. Serta RSUD Tora 
Belo bertanggung jawab secara administrasi 
berdasarkan Undang-undang Nomor 44 tahun 
2009 tentang Rumah Sakit 
Faktor-faktor yang mendukung 
pelaksanaan tanggung jawab hukum RSUD 
Tora Belo terhadap pelayanan kesehatan 
adalah substansi, misalnya KUH Perdata, 
Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 
tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 44 
tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Sedangkan 
faktor-faktor yang menghambat adalah 
struktur yaitu pengawasan dari pemerintah 
daerah dalam penyelenggaraan Rumah Sakit 
dan kultur yang meliputi budaya keselamatan 
pasien yang belum di terapkan oleh petugas 
kesehatan. 
Berdasarkan kesimpulan diatas maka 
saran dari peneliti adalah dilakukan sosialisasi 
mengenai peraturan perundangan-undangan 
yang mengatur tanggung jawab hukum 
kepada Rumah Sakit, petugas kesehatan dan 
masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan 
kesehatan serta RSUD Tora Belo agar segera 
membentuk  Dewan pengawas Rumah Sakit 
internal sesuai dengan amanat undang-undang 
Rumah Sakit untuk mengawasi penerapan 
peraturan perundang-undangan sehingga 
tercapai pelayanan kesehatan terhadap 
masyarakat secara optimal. 
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